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SUMMARY

THOMAS PURBA. Ricc Pricc Analyse And its Impact for Producer and Consumcr 

in South Sumatra Provincc (Supcrvised by NAJIB ASMANI and MARYANAH

HAMZAH).

The purposes of this research are comparing rice prices in South Sumatra, 

through method of price ratio. Rice price to be compared by, were autarki price 

(PA), local rice price (PL), and Indonesia price (PI). Identifying form of price 

protection for producer and consumer, and also calculate surpluss total of missing 

consumer and producer which effected by policy. Data weared were data of rice 

price from some rice type commercialized in region of South Sumatra.

Decision method of conceming price ratio formulated in hypothetical method 

with form of case. Third of price ratio to be tested were ratio of Indonesian rice price

( PI) at autarki price ( PA) or ratio PI/PA; ratio of local rice price ( PL) at autarki

price ( PA) or ratio PL/PA; ratio of local rice price ( PL) at Indonesia rice price ( PI)

or ratio PL/PI.

Pursuant to data obtained and have been processed explainable to hence 

mount the rice price during five year ( 1999-2003) in South Sumatra Province. Third 

ol rice price processed namely Autarki price (PA), local price (PL), and Indonesian 

price (PI). mean value of them during five year are : mean of PI equal to Rp. 2505; 

mean of PL equal to Rp. 2438; mean of PA equal to Rp. 2754. Value of PI/PA ratio 

equal to 0,820; mcaning rice producer in othcr dissimilar area yield this commodity 

with cheaper cosl relalive than eost necded by rice producer in South Sumatra. 

Value of PL/PA ratio equal to 0,854 and value of PL/PI ratio equal to 0,960. Related



to mathematical method, it can be connected as equation PL < PI < PA, which

sequence from lowest is local rice price, Indonesia rice price and last autarki price.

That Price difference caused by govemment intervence which wish to 

provide rice commodity from outside market into local market at cheaper price. But 

this target have to be accompanied by cost fee m the form of tariff import or expense 

of move in. This cost make’s price gap between local market and outside market.

Protection given by govemment directly or indirectly which affected to rice

price in local market; first, rice policy by Instruction of President Republic of

Indonesia, Number 9/2002 about floor price of Dry Shell of rice Purchasing Mill

hold by Bulog; second, Repeal of Letter of credit (L/C) rice Levying, what indirectly 

decrease rice price i n local market if accomplishment of rice stock handle by pure 

market mechanism. Total value of missing surpluss from consumer and producer 

cffect by this policy equal to 288.060.524,44 rupiah.



RINGKASAN

THOMAS PURBA. Analisis Harga Beras Serta Dampaknya Pada Produsen 

dan Konsumen di Provinsi Sumatera Selatan (Dibimbing oleh NAJIB ASMANI dan

MARYANAH HAMZAH).

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan harga beras di Provinsi 

Sumatera Selatan melalui metode rasio harga. Harga beras yang akan dibandingkan 

adalah harga beras autarki (PA), harga beras lokal (PL), dan harga beras Indonesia 

(Pl). Mengidentifikasi bentuk perlindungan harga bagi produsen dan konsumen, 

serta menghitung besar surplus produsen dan konsumen yang hilang akibat kebijakan 

tersebut. Data yang dipakai adalah data harga beras dari beberapa jenis beras yang 

umum diperdagangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kaidah ketetapan mengenai rasio harga dijabarkan dalam bentuk kaidah 

hipotetis dalam bentuk kasus. Ketiga rasio harga yang akan diuji adalah rasio harga 

beras Indonesia (Pl) dengan harga autarki (PA) atau rasio PI/PA; rasio harga beras 

lokal (PL) dengan harga beras autarki (PA) atau rasio PL/PA; rasio harga beras lokal 

(PL) dengan harga beras Indonesia (Pl) atau rasio PL/PI.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah diolah maka dapat dijelaskan 

tingkat harga beras selama lima tahun (1999-2003) di Provinsi Sumatera Selatan. 

Ketiga harga beras yang diolah yakni harga PA, harga PL, dan harga Pl dalam 

bentuk rata-rata selama lima tahun adalah sebagai berikut : rata-rata harga Pl sebesar 

Rp. 2505; rata-rata harga PL sebesar Rp. 2438; rata-rata harga PA sebesar Rp. 2754. 

Nilai rasio PI/PA sebesar 0,820 yang berarti produsen beras di daerah lain 

menghasilkan komoditi ini dengan biaya relatif lebih murah daripada biaya yang



diperlukan oleh produsen beras di Sumatera Selatan. Nilai rasio PL/PA sebesar 0,854 

dan nilai rasio PL/P1 sebesar 0,960. Berdasarkan kaidah matematis dapat 

dihubungkan sebagai persamaan PL < PI < PA, urutan harga dari yang paling rendah 

adalah harga beras lokal, harga beras Indonesia dan harga harga autarki.

Perbedaan harga itu terjadi karena campur tangan pemerintah yang ingin 

menyediakan komoditi beras dari luar pasar ke dalam pasar lokal dengan harga 

murah. Namun tujuan ini harus disertai dengan mengeluarkan biaya dalam bentuk 

tarif impor atau biaya move in. Biaya inilah yang menyebabkan perbedaan harga di 

pasar lokal dengan harga di luar pasar.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang terkait langsung atau 

tidak langsung sehingga mempengaruhi harga beras di pasar lokal adalah pertama, 

kebijakan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 

tentang Penetapan Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri oleh 

Bulog; kedua, Pencabutan Letter of credit (L/C) Pengadaan beras, yang secara tidak 

langsung menurunkan harga beras di pasar lokal bilamana pemenuhan kebutuhan 

beras diserahkan pada pasar. Nilai total surplus produsen dan konsumen yang hilang

akibat kebijakan tersebut adalah sebesar 288.060.524,44 rupiah.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Arifin (2001), sebagai bahan pangan, beras masih merupakan 

kebutuhan yang mendasar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini. 

Meskipun ada sebagian masyarakat, seperti penduduk kota mengkonsumsi pangan 

selain beras seperti roti, mie, namun peran beras sebagai kebutuhan pokok masih 

sulit digantikan. Pengaruh ketersediaan pangan terutama beras akan sangat nyata 

terlihat dalam kehidupan sosial ekonomi kita. Dengan demikian jumlah beras yang 

tersedia berikut harganya sudah seharusnya menjadi perhatian utama para pelaku 

pemerintahan di negara ini.

Dalam satu dasawarsa ini telah dirancang berbagai kebijakan menyangkut

masalah pangan di dunia, termasuk Indonesia. Kesepakatan GA'IT - putaran

Uruguay (Agustus. 1004). penghapusan tarif oleh World Trade Organization (WTO)

yang dibuat sejak tahun 1007 - 2000, persiapan ASEAN Free Trade Assosiation

(AFTA) tahun 2003, perdagangan bebas tahun 2010 untuk Asia Pasifik dan tahun

2020 untuk dunia. Indonesia sendiri melakukan beberapa perubahan penting 

menyangkut kebijakan pangan antara lain perubahan lembaga Badan Urusan Logistik 

(BULOG) dari BUMN ke bentuk Perum. Tentunya perubahan ini akan membawa 

dampak berbeda terhadap kelangsungan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di 

Perbedaan cara kerja yang baru perlu segera pengawasan bilamana 

nantinya perubahan tersebut tidak bermanfaat (Arifin, 2001).

Indonesia.

1
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Menurut Sawit (2003), setidak-tidaknya ada dua dasar pertimbangan yang 

dipakai pemerintah dalam penetapan harga dasar gabah (HDG) yang baru seperti 

tertuang dalam Inpres No. 9/2002. Pertama, harga dasar gabah sebesar Rp 1.725/Kg 

GKG ditujukan untuk memacu produksi beras dalam negeri, dan kedua peningkatan 

pendapatan petani padi. Berikut daftar harga gabah dan komponen mutu beras yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui Perum BULOG (Tabel 1 dan 2).

l abel 1. Kriteria mutu gabah untuk pembelian Bulog

1 larga Gabah (Rp/ Kg)

GKG GKS G KPNo. Kriteria mutu gabah

1.725 1.409 1.268

25maks. 14 181. Kadar Air (%)

maks. 6 102. Hampa Kotoran (%) 3

3. Butir Hijau/ Mengapur (%) 

Butir Kuning Rusak (%)

maks. 5 7 10

4. maks. 33 3

5. Butir Merah (%) maks. 3 3 3

Keterangan : GKG - Gabah Kering Giling 
GKS = Gabah Kering Simpan 
GKP = Gabah Kering Panen

Sumber : Bulog. 2003. Beras Pengadaan Dalam Negeri

Persyaratan Umum Kualitas Beras Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2002

1. Bebas hama dan penyakit yang hidup;

2. Bebas bau apek, asam atau bau-bau asing lainnya;

3. Bersih dari campuran dedak dan katul;

4. Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik 

secara visual maupun secara organoleptik.
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label 2. Komponen Mutu Beras

Mutu IVMutu IIISatuanNo Komponen Mutu
•) SNISNI

9595%(min)

(maks)
(min)

(min)

(maks) %

(maks) %

(maks)

(maks) %

(maks)

(maks) %
(maks) Butir/100 g

1. Derajat Sosoh

2. Kadar Air
3. Butir Kepala
4. Butir Utuh

5. Butir patah
6. Butir Menir
7. Butir Merah
8. Butir Kuning/ rusak

9. Butir Mengapur
10. Butir Asing
11. Butir Gabah

12. Campuran Varietas Lain (maks)

1414%
7884%
3540%
2015
21
31%
31
31%

0.020.02

11

55%

Keterangan : *) Modifikasi SNI No.01-6128-1999 pada Derajat Sosoh dari 100% menjadi 95%. 
*•) Modifikasi SNI No.01-6128-1999 pada Butir Patah dari 15% menjadi 20%, 

penambahan komponen Beras Kepala 78%.

Sumber: Bulog. 2003. Beras Pengadaan Dalam Negeri

Secara umum permasalahan beras di Sumatera Selatan seperti yang

dimunculkan dalam seminar Assosiasi Pengadaan Pangan dan Pertanian Sumatera

Selatan (AP3SS) bulan Juni 2004 diuraikan sebagai berikut:

A. Permasalahan petani

1. Tidak tersedianya modal untuk membeli pupuk pada waktu pengolahan lahan.

terjerat tengkulak.

2. Menanam varietas tertentu secara beramai-ramai, melihat mana harga yang baik 

di musim lalu, sehingga terjadi kelebihan jumlah gabah/ beras yang sama ketika 

panen, berakibat rendahnya harga jual.
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3. Masih ada yang kesulitan mencari benih yang bersertifikat, akibatnya 

menggunakan benih dari hasil sawah sendiri, yang berpengaruh terhadap 

produktivitas.

4. Tahun 2004 BULOG membuka pengadaan gabah pada saat menjelang panen, 

petani tidak bisa mensuplai, dan pada saat panen raya ada keinginan 

melaksanakan movc in.

5. Sering panen sebelum gabah matang sempurna untuk menghindari pencurian dan 

anjloknya harga, karena harga menjelang panen lebih tinggi dibanding ketika

panen.

B. Permasalahan PPK dan Pedagang Desa

1. Kesulitan menampung gabah petani karena terbatasnya fasilitas penjemuran/ 

pengeringan dan alat perontok, yang berdampak pada rendahnya mutu beras.

2. Fasilitas penggilingan dan penyosoh beras yang belum maksimal.

3. Terbatasnya sarana pemasaran beras saat musim panen raya, sehingga teijual

d i bawah harga yang wajar.

4. Belum menikmati harga jual yang sesuai Inpres No. 9/ 2000 dan Dana Lumbung

Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), karena pada saat kelebihan produksi jatah

relatif kecil dinikmati oleh PPK, sebab sulit memenuhi persyaratan teknis yang

ditentukan BULOG, sehingga 85 % jatah BULOG diisi oleh pedagang besar.

5. Bulan Februari 2004 tidak bisa memasok ke BULOG karena kran pengadaan 

dibuka sebelum panen.

6. Masuknya beras Raskin di daerah sekitar sentra produksi dengan harga Rp. L500 

per kilogram.
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C. Permasalahan Pedagang Beras Olahan

1. Beras yang dibeli mutunya rendah, dalam grading dan standarisasi perlu biaya 

pengolahan yang tinggi.

2. Infrastruktur yang jelek sehingga ongkos angkut tinggi.

3. Terbatasnya modal pada saat kelebihan produksi sehingga kapasitas beras/ gabah 

yang ditampung sangat terbatas.

4. Data beras yang kurang akurat sepanjang tahun, termasuk mengenai surplus beras 

tetapi pada masa paceklik ada beras masuk dari luar.

D. Permasalahan Dana Talangan LUEP

1. Penyaluran Dana Talangan 2004 menurun sebanyak sekitar 52 %, dari Rp. 12,015

milyar Tahun 2003 menjadi Rp. 6,35 milyar.

2. Adanya keterlambatan pengembalian dana talangan dari pemakai tersebut

disebabkan kurang tepatnya sasaran dan penggunaannya.

3. Kurangnya pengawasan oleh instansi terkait terhadap penggunaan dana tersebut

oleh mitra keijanya.

E. Permasalahan BULOG

1. Membuka kran pengadaan gabah/ beras dalam waktu relatif singkat, sehingga 

PPK tidak bisa mensuplai gabah/ beras karena tidak tersedia stok di gudang 

sementara petani belum panen.

2. Move in/ impor terjadi pada waktu panen raya sehingga tidak bisa menyerap 

gabah/ beras petani dengan alasan mutu jelek.

3. Kontraktor pemasok beras lebih berpihak kepada pengusaha tertentu, PPK/ KUD 

yang jumlahnya berkisar 48 menikmati pengadaan hanya 15 %, dan selebihnya 

X5 % dinikmati oleh kontraktor yang tergolong besar.

/-i
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4. Tim seleksi yang terdiri dari 10 orang BULOG dan 10 orang instansi terkait 

dalam penetapan persyaratan tidak melakukan verifikasi ke lapangan.

5. Belum disosialisasikannya peran BULOG menjadi Perum sejak 1 januari 2003, 

dan apakah setelah menjadi Perum Inpres No. 9 Tahun 2002 masih relevan.

Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. 

Perwujudan ketahanan pangan telah menjadi komitmen pemerintah yang ditunjukkan 

oleh adanya butir ketahanan pangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan

(UU No. 7 tahun 1996) dan tercantum dalam GBHN 1999-2004. Bentuk komitmen

pemerintah ini memberi makna bahwa pemerintah berupaya memenuhi kecukupan 

pangan yang aman dan bergizi bagi setiap warganya. Terpenuhinya kebutuhan 

pangan merupakan salah satu unsur pendukung program pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas (Sawit, 2001).

Menurut Soekirman (2002), rasio konsumsi pangan aktual yang mencakup

aspek kuantitas dan kualitas mutu (nutrient contents) dengan konsumsi normatif

dapat merefleksikan derajat ketahanan pangan rumah pangan. Widya Karya Nasional 

Pangan dan Gizi VI menyarankan bahwa angka kecukupan konsumsi energi adalah 

2.200 kkal/kapita/hari. Namun untuk dikatakan sebagai tingkatan sejahtera satu 

keluarga memerlukan 20 Kg per keluarga per bulan, walaupun itu masih 40-60 %

Dalam pelaksanaan program bantuan 

pangan oleh pemerintah harga beras murah dijual sebesar Rp. 1.000 per kilogram. 

Harga itu merupakan harga yang telah disubsidi dari harga yang seharusnya 

dibayrkan oleh konsumen yakni sebesar Rp 1.804 per kilogram.

Selanjutnya Sawit (2001) menyatakan. Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai 

salah satu pendekatan penentuan tingkat pencapaian mutu konsumsi pangan telah

dari kebutuhan beras mereka per bulan.
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mencakup aspek keseimbangan zat gizi dari pola konsumsi pangan rumah tangga. 

Konsumsi pangan yang sesuai dengan PPH berarti sudah memenuhi aspek 

keseimbangan gizi (nuticional balance), cita rasa (palatability), daya cerna 

(digestybility), daya terima social (acceptyability), kuantitas dan aspek kecukupan 

gizi (nutricional adequancy).

Menurut Arifin (2001), kebijakan pangan di Indonesia benar-benar berada di 

persimpangan jalan. Setelah sekian lama pemerintahan Presiden Abdurrahman 

Wahid memperoleh desakan cukup besar untuk segera memperbaharui format 

kebijakan bidang pangan, kebijakan harga dasar gabah (HDG) yang baru 

diperkirakan tidak akan mampu efektif mencapai tujuannya. Masalah harga beras ini 

dapat dianalisa dengan rasio harga autarki. Menurut Kadariah (1994), tingkat harga 

autarki adalah harga keseimbangan yang terbentuk dengan kekuatan penawaran dan 

permintaan. Dengan metode rasio autarki ini arah kebijakan pemerintah mengenai 

harga beras di Sumatera Selatan akan dapat dijelaskan dengan baik.

1) 1 larga Gabah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS terhadap harga gabah produsen pada 

bulan Agustus 2003, yang dilakukan pada 486 transaksi/ observasi dengan rincian 

G K P 201 (59,88%). GKS 136 (27.98%) dan GKG 6 (1,23%) serta gabah diluar 

kelompok kualitas sehati)ak 53 (10,91%) observasi. Seluruh observasi tersebut 

tersebar di 15 propinsi. Hasil observasi menunjukkan bahwa rata-rata harga gabah di 

tingkat petani dan penggilingan pada bulan ini mulai membaik. Rata-rata harga 

gabah di tingkat penggilingan GKP adalah Rp. 1.268,28 per kg (3,11% di atas harga 

referensi), GKS Rp. 1.409,88 per kg (6,01% di bawah harga referensi) dan GKG Rp. 

1.725,-per kg (1,47% di atas harga referensi).
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2) Harga Beras

Di tingkat eceran harga beras medium di kota-kota besar di Indonesia mulai 

mengalami kenaikan setelah selama Maret sampai dengan Juli 2003 harga beras terus 

Harga beras pada Agustus 2003 mencapai Rp. 2.710 per kg atau naik 

0,40% dibanding bulan Juli 2003. Kenaikan teijadi di Lampung, Jakarta, Bandung, 

Semarang dan Yogyakarta. Sedangkan daerah lain masih relatif stabil. Kenaikan ini 

sejalan dengan kenaikan harga gabah pada Agustus 2003 ini (BPS, 2003).

Untuk tingkat grosir di Jakarta (data dari Pasar Induk Cipinang), harga beras 

pada Agustus mulai mengalami kenaikan. Setelah stabil sejak Mei pada tingkat harga 

Rp. 2.650 per kg IR II, maka per tanggal 22 Agustus 2003, tercatat harga beras 1R II 

naik Rp. 50 per kg menjadi Rp. 2.700. Demikian juga dengan beras IR III naik dari 

Rp. 2.400 per kg menjadi Rp. 2.450. Di beberapa kota besar di Indonesia, rata-rata 

harga beras medium juga mengalami kenaikan. Harga rata-rata pada Agustus 2003 

mencapai Rp. 2.603.84) atau naik 0,58% dari bulan Juli 2003 (BPS, 2003).

menurun.

3) Harga Luar Negeri

Rata-rata beras Thailand pada Agustus 2003 turun 2,12% dibanding bulan 

sebelumnya menjadi US$ 184,75 per ton FOB untuk Thailand 15%. Sedangkan 

untuk beras Thailand 25% hanya US$ 178,25 per ton. Meskipun kurs rupiah naik 

dari Rp. 8.336 per US$ menjadi Rp. 8.503 per US$, namun dalam perhitungan parity 

impor untuk beras Ihailand 15% pada Agustus mengalami penurunan Rp. 2,74 per 

kg menjadi Rp. 2.203,21 per kg tingkat grosir (BPS, 2003).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik 

untuk dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Rcmana sasaran utama kebijakan harga beras di Provinsi Sumatera Selatan yang

ditetapkan pemerintah?

2. Bagaimana bentuk perlindungan harga yang diberikan terhadap produsen atau 

konsumen melalui kebijaksanaan harga beras di Provinsi Sumatera Selatan yang

ditetapkan pemerintah ?

3. Berapa total surplus produsen dan konsumen di Sumatera Selatan yang hilang

akibat kebijaksanaan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ?

C. Tujuan

Dari permasalahan yang telah diangkat seperti diatas maka secara umum

penelitian ini bertujuan :

1. Untuk membandingkan harga beras yang ditetapkan melalui kebijaksanaan 

pemerintah dengan harga beras yang dihitung melalui rasio harga autarki, 

sehingga terlihat sasaran kebijakan yang diambil pemerintah.

2. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan harga di Provinsi Sumatera Selatan 

yang diberikan oleh pemerintah terhadap produsen atau konsumen.

3. Untuk menghitung total surplus produsen dan konsumen yang hilang akibat 

kebijakan harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah.

I
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